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Abstract: This study describes, analyzes and interprets the efforts of the SamarindaBawaslu to increase participatory oversight of the Samarinda mayoral election. Datafrom interviews, observations, and documentation, the validity of the data wastested with degrees of trust, expertise, dependability, and certainty. The result is thatthe Samarinda Bawaslu increases participatory supervision through activitiesincluding: First participatory monitoring based on information technology throughapplications. Second, through the Citizens Forum for Oversight of Elections. ThirdThrough Supervision of Social Media Management. Fourth, through the Movementof a Million Volunteers for Election Supervisors. Fifth Through Real Work Lectures.The six Monitoring Corners, a type of information desk, are also used to receiveElection Dispute Reports or Requests. Seventh Through the Election SupervisoryCadre School. The eighth Goes To Campus Socialization themed "Your Eyes Watchthe Samarinda Election". The obstacles to efforts to increase participatoryparticipation are: Community leaders and/or voters are still apathetic and pragmaticabout the importance of participatory supervision; The concern for voters when theybecome reporters is fear of not being safe because of threats, the budget factor fordisseminating information dissemination, at least this is a constraining factor so thatmonitoring participation decreases.Keywords: Participatory Supervision, Bawaslu, Mayor Election.
Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan, menganalisis dan interpretasi upayaBawaslu Samarinda meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada PemilihanWalikotaSamarinda. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, keabsahan data diujidengan derajat kepercayaan, keahlian, ketergantungan, dan kepastian. Hasilnya,bahwa Bawaslu Samarinda meningkatkan pengawasan partisipatif melalui kegiatandiantaranya: Pertama Pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi melaluiaplikasi. Kedua Melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Ketiga MelaluiPengawasan Pengelolaan Media Sosial. Keempat Melalui Gerakan Sejuta RelawanPengawas Pemilu. Kelima Melalui Kuliah Kerja Nyata. Keenam Pojok Pengawasan,sejenis meja informasi, pojok ini juga digunakan menerima Laporan atauPermohonan Sengketa Pemilu. Ketujuh Melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu.Kedelapan Sosialisasi Goes To Campus bertema “Matamu Awasi Pilwali Samarinda”.Adapun kendala upaya peningkatan partisipatif adalah: Tokoh masyarakat dan/ataupemilih masih apatis, pragmatis terhadap pentingnya pengawasan partisipatif;Kekuatiran pemilih saat menjadi pelapor takut tidak aman karena ancaman, faktoranggaran untuk menyebarluaskan sosialisasi, setidaknya ini faktor kendala sehinggapartisipasi mengawasi menurun.Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Pemilihan Walikota.
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Pemahaman terkait hakikat demokrasi terlebih dahulu diawali denganpengertian demokrasi itu sendiri. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa yunani, yangmempunyai arti rakyat berkuasa atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusanrakyat (Ghafur & Wardhana, 2019, hal. 9). Selaku pemegang kekuasaan, masyarakattidak bisa serta merta menggunakan kekuasaannya dalam kehidupan bermasyarakat,kekuasaan yang dimaksudmerupakan kekuasaan untukmenentukan seorang pemimpindalam parlemen atau kepala pemerintahan dan kepala daerahJika demokrasi bisadiwakilkan satu kata lain, yang membedakannya dengan sistem politik sebelumnya,maka kata itu adalah “kesetaraan”. Hanya dalam demokrasi tiap warga, apapun danlatar belakangnya, dinilai sama sebagai satu suara, one persone one vote one value(opovov) (Ramadhanil, et al., 2019, p.iii).Hak pilih merupakan hak konstitusi yang wajib dimiliki dan dilindungi olehnegara, hak dasar sebagai warga negara tersebut tidak boleh dibedakan, seperti halnyahak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dalam kehidupan bernegara.Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara,berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu sajaberhak untuk memerintah orang lain, harus dikatakan bahwa wewenang untukmemerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para wargamasyarakat sendiri.Keyakinan ini terungkap dalam istilah “kedaulatan rakyat” penugasan danpersetujuan para warga masyarakat sendiri. Keyakinan ini terungkap dalam istilah“kedaulatan rakyat” (Suseno, hal. 369). Wajah demokrasi di Indonesia tercermin darimunculnya banyak partai politik, dalam studi politik ada tiga hal yang tidak bisadilepaskan dalam satu ragkaian pembicaraan: demokrasi-patai politik-Pemilu. Padaesensial, demokrasi berarti kemampuan individumenjatuhkan pilihannya sesuai dengansuara hatinya. Dikaca politik demokrasi berhubungan dengan kemampuan subordinatmempengaruhi superior-nya. Atau dalam bahasa sehari-hari, kemampuan anggotamasyarakat mempengaruhi penyusun dan pengambilan kebijakan pemerintah (Imawan,2011, hal. 42).Dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini, terdapat dua bentuk pelaksanaanpemilu: pertama, Pemilihan Umum untuk memilih Legislatif, Presiden dan WakilPresiden yang biasa disebut Pemilihan Umum (Pemilu), kedua, Pemilihan Kepala Daerahuntuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atauBupati dan Wakil Bupati yang biasa disebut (pemilihan) kedua bentuk tersebutdilaksanakan setiap lima tahun sekali.Kegiatan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh tiga lembagapenyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara teknis,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas dalam setiap tahapan dan DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku lembaga yang memiliki tugasmenegakkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ketiga lembaga tersebut menjadi satukesatuan dalam menjalankan tahapan pemilu maupun pemilihan.Dalam upaya meningkatkan partisipasi, masing-masing lembaga mempunyaitugas masing-masing, sebagaimana halnya Bawaslu, dalam pasal 102 ayat (1) huruf ddisebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas “meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di kabupaten/kota. kota" (Perludem,



Jurnal Paradigma, Vol. 15 No. 1, 2026 P-ISSN: 2252-4266E-ISSN: 2615-3394

14

hlm. 76). Peningkatan partisipasi ini sebagai upaya awal untuk menekan munculnyapelanggaran dalam kegiatan pemilu, kewenangan Bawaslu untuk melakukanpengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi alasan pemerintah memberikantugas pencegahan melalui peningkatan pengawasan partisipatif.Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tidak hanya dalam bentuk pelaporandan pemberian informasi, kegiatan yang bersifat politis dan penyampaian informasiterkait aturan dan larangan menjadi poin penting dalam pengawasan partisipasi, bahwapelanggaran dapat timbul karena kesalahpahaman masyarakat. Peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengawasan, sebagai langkah untuk mempersempit ruang bagipeserta pemilu untuk melakukan pelanggaran, pelanggaran dapat terjadi karena adanyapeluang, peningkatan partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi sarana untukmenutup ruang bagi peserta pemilu dan menutup kesenjangan bagi peserta pemilu.untuk melakukan pelanggaran.Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan tahapan Pilkada Serentakgelombang keempat, gelombang pertama dimulai pada 2015, dan dilanjutkan pada2017 dan 2018 (Tanjung dkk., 2020, hlm. 11), di Kalimantan Timur pilkada serentakdiikuti oleh 9 kabupaten/kota, yang terdiri dari 3 kota (Samarinda, Bontang danBalikpapan) dan 6 kabupaten (Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, MahakamUlu dan Kutai Barat).Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota di atas tidak luput daripermasalahan atau dugaan pelanggaran di setiap tahapannya, seperti pada tahapanpencalonan, pada Pilkada serentak 2020 di Samarinda terdapat pasangan calon (Paslondari unsur perseorangan, awalnya ada 3 calon). pasangan calon yang mengajukandukungannya ke KPU Samarinda (Zairin-Sarwono, Parawansa-Markus dan Komariah-Nasarullah), dalam mendukung calon perseorangan, banyak potensi masalah yangmuncul, mulai dari PNS yang memberikan dukungan, dukungan ganda dan adanyadukungan fiktif, Bawaslu Kota Samarinda beserta jajarannya melakukan pengawasanterhadap kegiatan verifikasi administrasi, pengecekan kelengkapan administrasi danpenggandaan dukungan, serta pengawasan terhadap verifikasi faktual untukmemastikan dukungan yang layak diberikan dari masyarakat kepada calon pasangancalon perseorangan.Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KotaSamarinda juga terdapat penanganan pelanggaran terkait politik uang, tabel di atasmenunjukkan ada dua pelanggaran politik uang yang ditangani oleh Bawaslu KotaSamarinda, satu penanganan berasal dari temuan dan satu pengobatan berasal darilaporan masyarakat. Dalam menekan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Samarindamelakukan pencegahan melalui sosialisasi terkait regulasi dan peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengawasan.Pelanggaran itu sendiri bisa muncul karena kurangnya kesadaran peserta pemiludan masyarakat tentang pemilu yang bersih dan bermartabat. Dengan membuatmasyarakat sebagai objek sosialisasi, diharapkan dapat memutus mata rantaipelanggaran di masyarakat. Pelanggaran yang sering muncul di masyarakat adalahpolitik uang, pemberian uang atau materi lainnya merupakan cara instan bagi timpemenangan untuk mendapatkan dukungan, ketika masyarakat memahami bahwaperbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, minimal masyarakat menolak
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danmelaporkan suatu dugaan pelanggaran yang diketahui masyarakat. kepada BawasluKota Samarinda atau pengawas di tingkat kecamatan.Jika dilihat dari partisipasi masyarakat yang turut serta melaporkan dugaanpelanggaran sesuai dengan ketiga data diatas, maka pelapor yang ada disamarindamasih terlihat sedikit dan belum signifikan, masyarakatmelaporkan dugaan pelanggaranketika masyarakat telah memiliki pemahaman terkait larangan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan, masyarakat dapat pengetahuan tersebut dari pengawaspemilihan yang mensosialisasikan aturan kepada masyarakat untuk peningkatanpengawasan partisipatif.Dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, partisipasi menjadi hal yang urgen,namun dalam implementasinya tidak semua masyarakat memiliki kesadaran akanpentingnya partisipasi untuk menegakkan jalannya pesta demokrasi di bangsa ini,rendahnya partisipasi dapat dilihat dari jumlah laporan masyarak atau jumlah hak pilihpaska kegiatan pemilihan. Dalammeningkatkan partisipasi perlu proaktif penyelenggarapemilu untuk melibatkan masyarakat dan stake holder dalam setiap tahapan.Berdasarkan fenomena diatas peneliti kemudian mengambil judul “PengawasanPartisipatif Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota Tahun 2020”.
Kerangka TeoriRosenblatt dan kawan-kawan menyatakan bahwa pengawasan adalah prosespengecekan rencana dan pelurusan penyimpangan dari arah yang telah direncanakansuatu aktivitas yang bersiambungan (Efendy, 1996, hal. 28). Pengawasan adalah dalambentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah jugadimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalanpotensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses dasar,serupa saja di manapun ia terdapat dan apapun yang diawasi (Terry & Rue, 2000, hal.232). Pengawasan adalah kegiatan menemukan dan menerapkan cara/peralatanuntuk mengetahui bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yangditetapkan. Pengawasan merupakan tindakan penilaian terhadap tugas-tugas yangdilakukan oleh anggota organisasi, apakah pelaksanaannya sesuai dengan yangdirencanakan. Kegiatan pengawasan ditujukan untuk mengetahui dan mengurangipenyimpangan yang terjadi dalam organisasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan korektifterhadap kegiatan yang akan datang (Rusdiana & Ghazin, 2014, hal. 134). Prosespengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi tiga bagianpenting, yaitu:a. Pengawasan preventif yang dilakukan di awal proses, pengawasan progresifyang berlangsung selama proses pengerjaan,b. Pengawasan represif yang dilakukan setelah proses berakhir.c. Pengawasan preventif dilakukan sebelum sebuah rencana dijalankan, hal inidimaksudkan untukmencegah sedinimungkin, agar tidak terjadi penyimpangan.Pengawasan progresif berlangsung selama proses implementasi rencana, hal inibertujuan agar tidak terjadi penyimpangan maka tindakan perbaikan dapat segeradijalankan. Pengawasan represif dijalankan setelah proses berakhir dan ada hasil yang
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dicapai, hal ini dimaksudkan untuk menilai dan mengukur sejauh mana hasil akhirmemiliki kesesuaian dengan rencana.Di lain pihak, jika dilihat berdasarkan tempat pelaksanaannya, maka pengawasandapat dibedakan menjadi: pengawasan langsung (on the spot control) yang dilakukandengan mengadakan peninjauan ke tempat kejadian, pengawasan tidak langsung (inthe arm chair control) yang dilakukan di balik meja dengan mengandalkan laporan, danpengawasan yang dilakukan di tempat tertentu secara terbatas (laboratories control)(Yuniarsih & Suwanto, 2009, hal. 93).Pengawasan dalam pemilihan merupakan kegiatan melihat, mendengar danmendokumentasikan secara langsung terhadap objek pengawasan, seperti halnyamelakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan kampanye, Pengawas Pemilihanhadir untuk melakukan kegiatan pengawasan dengan memperhatikan tahapan danlegalitas kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam kegiatan pengawasantersebut Pengawas Pemilihan akan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa dalamkegiatan kampanye, ketika terjadi dugaan pelanggaran, maka hasil pengawasan dandokumentasi tersebut akan menjadi bukti dalam penanganan pelanggaran.Musfialdy dalam tulisannya menyebutkan, bahwa wujud pengawasan adalahkegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto. sedangkan tujuanpengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilakukan telahsesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidakterkandung kegiatan yang bersifat korektif atau pengawasan.Adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai:1. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskanmengapa hasil-hasil kebijakan dan program yang dicanangkan berbeda.2. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bersifat untuk melakukanakuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannyasejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.3. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya danpelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumentertentu memang telah sampai kepada mereka.4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan daripara administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar danprosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembagaprofesional. (Musfialdy, 2012, hal. 4).Jika menyimpulkan pendapat para ahli diatas kedalam kegiatan Pemilu danPemilihan kegiatan pengawasan yang juga memiliki fungsi kontrol untuk menjaminsebuah kegiatan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, pemerintahmembentuk lembaga pengawas pemilu yakni Bawaslu.Seperti yang tertuang dalam Undang-undang terkait pemilihan, bahwa tugaspengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya:1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;2. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapanDaftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;4. Proses dan penetapan calon;
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5. Pelaksanaan kampanye;6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses tahapan penghitungan suara;10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai PPK;11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kotadari seluruh Kecamatan;12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan,dan pemilihan susulan; dan13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sertaWalikota dan Wakil Walikota (Bawaslu kepulauan Riau, hal. 26)Selain kegiatan pengawasan terhadap tahapan pemilihan diatas, BawasluKabupaten/Kota juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatanpihak lain yang dilarang dalam peraturan pemilihan, diantaranya:1. Pengawasan terhadap Netralitas ASN, TNI dan Polri.2. Netralitas dan berlaku adil media dalam menyiarkan kegiatan kampanye.3. Netralitas Kepala Daerah dalam tahapan pemilihan.4. Netralitas Pejabat BUMN, BUMD dan badan usaha milik pemerintah lainnyayang sumber pendanaannya dari pemerintah.5. Pengawasan terhadap politik uang, isu sara, Hoax, dan ujaran kebencian dalamtahapan pemilihan.Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan lokasidan kegiatan tahapan, bahwa struktur pengawas di Bawaslu Kabupaten/Kotabertanggung jawab terhadap kegiatan tahapan di tingkat Kabupaten/Kota, PengawasKecamatan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di tingkat kecamatan,Pengawas Kelurahan/Desa bertanggung jawab terhadap pengawasan di tingkatKelurahan dan Desa, dan Pengawas TPS bertanggung jawab atas kegiatan pemungutandan penghitungan suara di tigkat TPS.Keith Davis 1962 dalam Santoso (1988:13), menyatakan “Participation can bedefined as mental and emotional involvement of a person in a group situasion witchencourages him to contribute to group goals and share responsibility in them” partisipasidapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental pikiran dan emosional/perasaansesorang di dalam situasi kelompok yangmendorongnya untukmemberikan sumbangankepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawabterhadap usaha yang bersangkutan (Salam, 2010, hal. 11).Menurut Sumarno (Sembodo 2006, hal. 21) bahwa partisipasi merupakan suatuproses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholderssehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkintercipta dalam proses deribelatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksidan memulai suatu aksi bersama (Fadil, 2013, hal. 5).Menurut Astuti (2011, hal. 31) mengungkapkan bahwa partisipasi adalahpelibatan seseorang atau beberapa orang dalam dalam suatu kegiatan. Kegiatan dapatberupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segalakemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan
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serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.Partisipatif merupakan keterlibatan mental dan emosi sesorang di dalam situasikelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuankelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Uceng, 2019,hal. 5). Menurut Cohen, J. And & Uphoff (1997) partisipasi adalah keterlibatanmasyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan danbagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dankeputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja samadalam suatu organisasi; keterlibatanmasyarakat menikmati manfaat dari pembangunanserta dalam evaluasi pelaksanaan program (Nurbaiti & Bambang, 2017, hal. 3).Maskuruddin Hafidz dalam tulisannya menyebutkan bahwa, Gerakan partisipasidalam pemilu terbagi menjadi tiga: Pertama, partisipasi yang bertujuan untukmeningkatkan minat dan kepedulian warganegara terhadap penyelenggaraan pemiluserta pengetahuan dan informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalamkelompok pertama ini, bentuk partisipasi diantaranya berupa sosialisasi pengawasanpemilu, pendidikan pemilih dalam pengawasan, serta penguatan sarana dalampeningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepemiluan. Kedua, partisipasiyang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasukdalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaanperhitungan cepat di TPS. Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkanlegitimasi pemilu. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelumpok kedua ini adalahmemilih calon dan pasangan calon, musyawarah membahas rencana visi, misi, danprogram partai dalam pemilu, serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksipolitik dengen peserta pemilu.Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dansejumlah pihak yang terkait dalam Pemliu dapat belajar berperan sesuai dengan latarbelakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung,keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan di lapangan,terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaanpelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan.Partisipasi politik yang merupakan wujud dari pengejewantahan kedaulatanrakyat, adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satumisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatifberbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu harusterlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta ketrampilanpengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada rakyat (Hafidz, 2021, hal. 63)Partisiasi masyarakat dalam politik dapat tercermin pada kegiatan kepemiluan,menghadiri kegiatan kampanye yang menawaran visi, misi serta program partai politik,sebagai salah satu cara untuk menjadi pemilih yang cerdas, memilih denganmendasarkan pengetahuan atas tujuan pembangunan lima tahun kedepan menjadisalah satu tolak ukur keberhasilan partisipasi masyarakat dalam hak pilih.Jika dilihat dalam konteks pemilihan maka partisipasi dapat diartikan sebagaiketerlibatan masyarakat dan para pihak terkait dalam setiap tahapan pemilihan, dalambentuk hak pilih: masyarakat berpartisipasi untuk menyalurkan hak pilih, dalam bentuk
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penyelenggaraan: masyarakat terlibat sebagai penyelenggara pemilihan, dalam bentukpengawas: masyarakat terlibat sebagai kontrol atau pengawas partisipasi, kegiatanpartisipasi tersebut muncul atas kesadaran diri sendiri sebagai salah satu bentuk nyatamenjadi warganegara yang baik dan cinta tanah air.Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil disebut juga dengan“pengawasan pemilu partisipatif”. Peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemilulebih bersifat partisipasi, karena pengawasan pemilu hanya boleh dilaksanakan olehlembaga pengawas resmi yang dibentuk oleh pemeritah, yaitu Bawaslu RI (Suswantoro,2015, hal. 181).Partisipasi dalam pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapan pemiludengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan peristiwaterkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasiyang independen dan non-partisan. Aktivitas ini memiliki tujuan untuk terselenggaranyaproses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan, serta hasilnya bisa diterimaoleh semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas.Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif dan pemantauan yangbertujuan mewujudkan pemilu yang berkualitas, menjadi hal yang sangat vital.Kelompok masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi lembagapenyelenggara pemilu. Karena itu, posisi masyarakat sipil harus bersikap independendalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau pesertapemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku (Akbar, 2019, hal. 6).Partisipasi masyarakat dalam pemilu bertujuan:1. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterimadengan baik dan dihormati semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah,terutama sebagai warga yang mempunyai hak pilih;2. Untuk menghindari kecurangan, manipulasi, permainan, serta rekayasa yangdapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyatbanyak;3. Untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasimanusia khususnya hak sipil dan politik dari warganegara (Suswantoro, 2015).Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenyampaikan, bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai mandat untukmengawasi proses pemilu, membutuhkan dukungan banyak pihak kedalam aktivitaspengawasan. Salah satunya, dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untukterlibat partisipasi pengawasan pada setiap tahapan. Keterlibatan masyarakat dalampengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukanpengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkankecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugasmengawasi prosespemilu dan menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilu.Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan pemilu secara langsung,mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, secara tidak langsung,masyarakat dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yangberlangsung. Bagi penyelenggara pemilu, kehadiran pengawas masyarakat yang massifsecara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa herhati-hati-jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu.
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Metode PenelitianTeknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakanteknik wawancara, observasi, dan metode liberary resoarch (studi pustaka) (Afifuddin& Saebani, 2018). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulandata berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Artinyaanalisis tersebut dilakukan pada saat wawancara, penulis sudah mulai melakukananalisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Ketika jawaban yang diberikaninforman belum memuaskan dan menjawab tujuan penelitian, penulis melanjutkanpertanyaan lagi, sampai tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Analisis data padapenelitian ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara bersama,menurut Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display dan conclusiondrawing/verification (Sugiyono, 2012: 91; Afrizal, 2014: 178). Ketiga alur tersebutmerupakan aktivitas yang berbentuk interaksi dalam proses pengumpulan data ketikadi lapangan sebagai proses siklus. Dalam proses tersebut penulis bergerak dari arahpengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung dan menjalankanalur-alur dari pada Milles & Heberman. Dengan demikian, penulis melakukan analisisdata di antaranya data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Haltersebut bertujuan untuk menemukan dan membangun pemahaman terhadap alurkerja dan mendapatkan data secara akurat, tepat dan empirik.
Hasil dan PembahasanBawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukanpengawasan pada proses pemilumembutuhkan dukungan banyak pihak, dalam aktivitaspengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak partisipasi kelompok masyarakatuntuk terlibat langsung pengawasan setiap tahapan. Keterlibatan masyarakat dalampengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukanpengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangantersebut kepada Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemiludan menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilu.Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan pemilu secara langsung, dapatmengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentangpenyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggarapemilu, kehadiran pengawas masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawaldan mengingatkan mereka untuk senantiasa herhati-hati, jujur dan adil dalammenyelenggarakan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengawasan yang digagas oleh Bawaslu merupakan upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatifmasyarakat, khususnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun2020.
Pengawasan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi (GOWASLU).Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenjelaskan bahwa Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan antarajajaran pengawas yang mempunyai kewenangan pengawasan, serta menerimainformasi awal dugaan pelanggaran, dengan metode ini dapat dengan mudah dan cepat
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dijangkau oleh pemantau dan masyarakat. Dengan berbasis teknologi, pengawasmemberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan informasi awaldugaan pelanggaran pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi parapengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal denganmenjemput data pelanggaran yang disampaikan. Dalam meningkatkan partisipasi danjumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologiinformasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur danintegratif (Indonesia, 2017).Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hasil penelitian pengawasan partisipatifberbasis teknologi informasi melalui aplikasi (Gowaslu) merupakan salah satu upayauntuk memudahkan pemantau serta masyarakat dalammenyampaikan laporan dugaanpelanggaran selama Pilkada. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitasyang mempercepat pelapor menyampaikan laporan pelanggaran Pilkada agarditindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran. Gowaslu juga menyediakan data,laporan atau temuan serta informasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu,kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau.Oleh karena itu, seluruh jajaran dan staf Bawaslu dari tingkat Kota sampai kePengawas TPS diwajibkan mendownload aplikasi Gowaslu ini, hal tersebut untukbertujuan memudahkan melaporkan setiap dugaan pelanggaran. Jajaran juga dimintamensosialisasikan Gowaslu kepada lingkungan terdekat mereka sebagai upaya bawasludalam meningkatkan pengawasan melalui partisipatif masyarakat dalam pemilihanwalikota dan wakil walikota samarinda tahun 2020. Aplikasi Gowaslu merupakan portalbersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang memiliki kewenanganberdasarkan undang-undang) dengan metode mudah dan cepat dijangkau masyarakat.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyampaian informasi awaldugaan pelanggaran dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi sehinggaketerlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif.
Pengawasan Partisipatif Melalui Forum Warga Pengawasan PemiluDalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenjelaskan bahwa Forumwarga sebagai salah satu bentuk meningkatkan pengawasanpartisipasi masyarakat, untuk mengawal penyelenggara pemilu adalah wujudpelaksanaan peraturan undang-undang. Melalui pendidikan pengawasan pemilu,diharapkan forumwarga memiliki karakter sebagai pengawas pemilu. Peranmasyarakatdalam pengawasan pemilu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting.Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik, jika dalam setiap tahapan apabilamendapat pengawasan serta dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masih banyaknyamasyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagaiwarganegara. Minimnya kesadaran akan hak dan kewajiban politik itu mengakibatkanrespon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Maka, penting bagiBawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis dimasyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindak lanjuti denganmenjalin kerja sama dalampengawasan pemilu. Fungsi kerjasama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitaspengawasan, tetapi jugamendorong pelibatanwarga yang lebih luas dalam pengawasanpenyelenggaraan pemilu (Indonesia, 2017).Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil penelitian
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mengenai ForumWargamenjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastrukturdalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas. Pelaksanaan sosialisasipengawasan melalui Forum Warga, meliputi : Komunitas hobi, Kelompok perempuan,Pemilih Pemula, Pengajian, Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, Kelompok agama,Kelompk Disabilitas, Aparat Pemerintah, Lembaga Pemberdayaan MasyarakatKelurahan (LPMK), Organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Meski tidakberlangsung dalam jangka panjang, Bawaslu Samarinda pernah menjalin kerjasamamasyarakat sebagai bentuk forum warga di Kelurahan Tenun, Kecamatan SamarindaSeberang, melibatkan sedikitnya 5 RT yakni 28, 29, 17, 18, 30. Kegiatan ini digelar padakurun 26 September sampai 5 Desember 2020, masa dimana tahapan kampanye Pilkada2020 digelar. Kegiatan digelar 2 (dua) kali yakni pada 1 Oktober 2020 dan pada 29November 2020 di balai Kelurahan Tenun,mengundang sejumlah tokohwarga setempatsekitar 25 orang. Kegiatan dilakukan untuk antisipasi dugaan pelanggaran pada masatenang pada 6-8 Desember 2020 sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020.Selain itu, langkah-langkah dan strategi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatandalam meningkatkan pengawasan partisipatif, diantaranya menjalin komunikasi yangbaik dengan semua aspek masyarakat mulai dari tinggat RT, menjadikan masyarakatsebagai subyek dalam Pemilu dan melibatkannya dalam proses pengawasan Pemilu,memberikan edukasi politik ke masyarakat, sehingga mereka paham bahwa Pemilubukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. juga memastikan bahwa hak suara yangsudah diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Serta melibatkan tokoh-tokohmasyarakat, ormas dan kelompokmasyarakat lainnya denganmelakukan hearing,sosialiasi dan silaturahmi, sehingga tersampaikan tujuan pengawasan partisipasi darimasyarakat dengan cara melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi (pertemuan) danmelakukan sosialisasi pengawasan partisipasi melalu media sosial.
Pengawasan Partisipatif Melalui Pengawasan Pengelolaan Media SosialDengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transferpengetahuan serta keterampilan pengawasan pemilu memiliki tantangan tersendiri.Banyak wilayah dengan geografis dengan jangkauan yang tidak mudah. Kehadiranmedia informasi secara fisik menjadi sesuatu yang tidak mudah. Meski demikian, upayasosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawas pemilu harus tetapdilakukan. Oleh karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.Di era teknologi informasi saat ini, pengguna media dalam jaringan (daring atauonline) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet dan dunia maya adalah sebuahkeniscayaan. Maka, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai salahsatu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasimasyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain situs resmi Bawaslu,salah satu media yang efektif untuk menyebar luaskan informasi dan pengetahuankepengawasan pemilu adalah media sosial. Hampir semua pengguna internet memilikiakun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Apalagi pada segmen pemilih muda danpemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karenaitu, penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untukmelakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram danYoutube.
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Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, maka hasil penelitian mengenaipengawasan partisipatif melalui pengelolaan media sosial. Bawaslu Kota Samarindatelah melakukan pengawasan dan memberikan informasi seputar Pilwali KotaSamarinda di berbagai media, diantaranya:
1. Facebook Bawaslu Kota Samarinda yang memiliki sedikitnya 761 pengikut dantelah memposting sosialisasi sedikitnya 221 kali baik kegiatan maupundokumentasi dan informasi;
2. Instagram bawaslu_kota_samarinda, memiliki 1.451 followers dan mengikutisejumlah akun sebanyak 1.003 yang terafiliasi dengan lembaga Bawaslu seluruhIndonesia dan telah memposting 811 kali baik kegiatan pencegahan daninformasi untuk kepentingan publik;
3. Youtube Bawaslu Samarinda, memiliki 139 subscriber dan telah menyiarkanvideo pencegahan, pengawasan sebanyak 52 video; dan juga melalui PodcastBawaslu Talk Something (BTS).Pengawasan partisipatif melalui pengelolaan media sosial merupakan salah satucara yang paling efektif untuk dilakukan, mengingat masyarakat sangat mudah untukmengakses dan mendapatkan informasi berbasis teknologi seperti saat ini. Siapapundan kapanpun dapat menerima informasi dengan sangat mudah terkait dengan tahapandan perkembangan Pemilihan Walikota Samarinda. Sehingga masyarakat dapatmengetahui tatacara pelaporan jika menemukan pelanggaran saat tahapan PemilihanWalikota sedang berlangsung. Upaya ini merupakan pengawasan partisipatif yangdilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda pada gelaran Pilwali tahun 2020. Hal tersebutdiketahui dari terciptanya pengawasan di tingkat kecamatan, dengan pengawasanberbasis teknologi informasi, partisipasi forum warga, dan media sosial. Dimana mediatersebut dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pengawasan partisipasi, bahkanmelalui media sosial, pengawas kecamatan dapat mengedukasi masyakat, berkaitanhak dan larangan masyarakat dalam pilkada. Masyarakat juga saat ini dengan mudahmengakses berita melalui media online, pengawas kecamatan dapat memberitakankegiatan serta informasi di media online lokal, sehingga dengan merata informasitersampaikan kepada masyarakat.

Pengawasan Partisipatif Melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP)Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) adalah sebuahgerakan pengawalan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan inimerupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan olehBawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasi gerakan moral menjadi gerakan sosial dimasyarakat dalam mengawal pemilu.Pengawalan pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataranimplementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalamibeberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akanmelangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkanpengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenispelanggaran pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini
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didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadaitentang kepemiluan dan ketramilan teknis (Indonesia, 2017).Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitianpengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Relawan Pengawas Pemilu adalah WargaNegara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih adalah pelajar (SMA/SMK/MA) danmahasiswa yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secaraaktif yang memenuhi syarat dan ketentuan. Anggota organisasi kemasyarakatan danmasyarakat umum juga bisa menjadi relawan pengawas dalam gerakan ini denganmelalui verifikasi independensi terlebih dulu. Mereka akan melakukan pengawasan diwilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemiluberdasarkan penugasan dari Kelompok Kerja Kota Samarinda dibentuk oleh PanwasluKota Samarinda dan mengkoordinir kegiatan gerakan pengawas partisipatif KotaSamarinda dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu. Gerakan tersebutdiharapkan dapat mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial dimasyarakat dalam mengawal Pilwali Kota Samarinda tahun 2020.Hal tersebut menjelaskan bahwa yang telah dilakukan oleh Panwascam dibeberapa Kecamatan Kota Samarinda merupakan langkah-langkah dan strategi dalammeningkatkan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 melalui Gerakan Sejuta Relawan PengawasPemilu (GSRPP), sebagai berikut :1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat,tokoh pemuda, LPM, serta perwakilan paguyuban yang ada diwilayah kecamatanSamarinda Ilir.2. Mengirim surat kepada seluruh ormas dan paguyuban serta stakeholder terkaitnetralitas ASN.3. Berkordinasi dengan Camat serta lurah untuk selalu mengingatkan sertamenyampaikan kepada semuan jajarannya tentang pelanggaran Pemilu.4. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untukmenyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran Pemilu.5. Menggiatkan media sosial panwascam untuk mengkampanyekan tentang apasaja pelanggaran Pemilu.6. Memerintahkan kepada pengawas kelurahan senta pengawas TPS untuk selalumengkampanyekan tentang pelanggaran Pemilu.
Pengawasan Partisipatif Melalui Satuan Karya Pramuka (SAKA)Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenjelaskan bahwa Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramukauntuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalahorganisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggotamuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidangtertentu.Satuan Karya Pramuka disingkat SAKA, adalah wadah pendidikan kepramukaanuntuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan,kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruanbidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif, sehingga
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dapat memberikan bekal pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.Adhyasta artinya penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsadan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitandengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilusesuai dengan perundang-undangan.Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitianmengenai pengawasan partisipatif Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yangmerupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan danketerampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka. Namun BawasluSamarinda tidak melaksanakan program ini.
Program Pengawasan Partisipatif Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenjelaskan bahwa Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berupaKuliah Kerja Nyata (KKN), magang tugas belajar merupakan media yang efektif danedukatif untuk mengasah kompetensi mahasiswa sekaligus mempraktekkan ilmu danmenerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika. Mahasiswaditerjunkan di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan,maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap danmenghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yangada. Selanjutnya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapimasyarakat sesuai dengan sumber daya yang telah dan belum dimiliki, untukmenemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan.Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakatyang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, intitusional, dan kemitraansebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seiring dinamika masyarakat,pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, maka program KKNdiarahkan pada pola KKN Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dalampengawasan penyelenggaraan pemilu. KKN Tematik pengawasan pemilu merupakanprogram KKN dengan fokus dan mempunyai relevansi dengan Program RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah dicanangkan olehpemerintah dan relevan dengan visi, misi, renstra yang dimiliki Badan PengawasPemilihan Umum (Indonesia, 2017).Berdasarkan program Bawaslu RI yang telah dijelaskan di atas, hasil penelitianmengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, melalui KKN yaitu programpengabdian masyarakat oleh mahasiswa strata satu dalam pengawasan Pemilu. Padasegmen ini, Bawaslu Samarinda tidak melakukan dan/atau menerima mahasiswa yangsedangmenempuh Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namunmenerimamahasiswa yang sedangmenempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL), dari mahasiswa Universitas Sultan AjiMuhammad Idris (UINSI) Samarinda program studi Hukum Tata Negara (HTN) sebanyak7 orang. Untuk memaksimalkan program PKL, mahasiswa diminta membuat rencanapengawasan dan pencegahan pada tahapan Pilwali tahun 2020, membuat kajian hukumatas dugaan pelanggaran dan belajar menerima laporan pelanggaran. Mahasiswa PKLberposisi hanyamenjadi “agen” Bawaslu Samarinda untuk turut aktif menjadi pengawasdan pencegah terutama bagi kalangan mereka sendiri. Sebagai pertanggung jawaban,
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kemudian mahasiswa diminta laporan akhir dari pengawasan lapangan sekaligusdiminta mengkaji hukumnya.
Pengawasan Partisipatif Melalui Pojok PengawasanDalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesiamenjelaskan bahwa Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang (sudut) di gedung Bawaslu,Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan wadah saranapenyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. seperti namanya, pojokpengawasan berada pada sebuah sudut di lobi kantor. Karena letaknya yang strategisdan mudah terlihat, pojok pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yangberkunjung ke Kantor bawaslu. Pada pojok pengawasan ini akan tersedia sarana danprasarana sebagai wadah penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan pemiludan hasil pengawasan pemilu. prasarana yang ada dalam Pojok Pengawasan adalahseperangkat meja kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi bawaslu sepertibuku-buku, panduan, foto, dan perangkat lainnya. Adapun komputer yang disediakanberfungsi sebagai perpustakaan digital (e-liberary), yang menyediakan semua informasiterkait pengawasan pemilu.Pojok pengawasan merupakan terminal pertama bagi para pengunjung Bawasluuntuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan pengawasan. Denganmengakses informasi dari pojok pengawasan yang disediakan di sudut depan lobi kantormaka pengunjung dengan secara mudah mendapatkan informasi terkait pengawasanpemilu.Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, hasil penelitian mengenai PojokPengawasan Bawaslu Samarinda yang difungsikan sebagai pusat informasi kebutuhanpengawasan dan dilengkapi sejumlah fitur seperti buku tentang politik hukumkepemiluan, seluruh regulasi kepemiluan, majalah Bawaslu Samarinda, kliping suratkabar harian (koran) yang khusus memuat berita Bawaslu Samarinda. Serta berlokasi dilantai 2 Sekretariat Bawaslu Jl. Arjuna No. 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda UluKota Samarinda, berukuran 2x3 meter itu juga dilengkapi media informasi publik yangmemuat informasi publik seperti hasil Pilkada, hasil pengawasan, penangananpelanggaran dan lainnya.Pojok Pengawasan juga menjadi sarana bersantai namun tetap bisamendapatkan pengetahuan mengenai cara Bawaslu mengawasi dan mencegahterjadinya pelanggaran. Pojok Pengawasan juga terdapat sekaligus meja penerimaanLaporan dan/atau Penerimaan Permohonan Sengketa. Masyarakat umum juga berhakmendapat informasi apapun seputar kerja Bawaslu. Dilengkapi pula brosur pencegahanyang akan dibagikan kepada siapapun yang berkunjung ke Bawaslu Samarinda.
Pengawasan Partisipatif Melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP)Selain program Bawaslu terkait peningkatan partisipasi di atas, Bawaslu jugamemiliki program kegiatan Sekolah kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), yangbertujuan:1. Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat.
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2. Diharapkan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsipengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yangterlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.3. Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Bagi Masyarakat.4. Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadijembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilanmelakukan pengawasan partisipatif.5. Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Dan Pilkada YangBerkesinambungan.6. SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadirujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasanpartisipatif.7. Menciptakan Aktor-Aktor Pengawasan Dan Kader Penggerak PengawasanPartisipatif.8. Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemiludan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasiPemilu dan pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia (Hafidzet al., 2021)Berdasarkan konsep yang telah di jelaskan di atas, hasil penelitian pengawasanpartisipatif melalui sekolah kader pengawas pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu KotaSamarinda sebagai upaya melakukan pengawasan partisipatif dalam Pilwali KotaSamarinda tahun 2020. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu denganmasyarakat untuk menciptakan proses Pemilu berintegritas. Di satu sisi, Bawaslumenyediakan layanan pendidikan kePemiluan, dari sisi masyarakat, pemilih berinisiatifberpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Diketahui secara rincipeserta SKPP Bawaslu Kota Samarinda diikuti total 46 orang secara daring, sebab pada2020 di Samarinda sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan KegiatanMasyarakat (PPKM) Level 3. Peserta SKPP diwakili dari Kecamatan Samarinda Ilir 1orang, Kecamatan Sambutan 1 orang, Sungai Kunjang 12 orang, Sungai Pinang 9 orang,Samarinda Kota 3 orang, Loa Janan Ilir 4 orang, Palaran 4 orang, Samarinda Seberang 2orang, Samarinda Ulu 7 orang dan Samarinda Utara 3 orang. Seluruh peserta akan dinilaidari indicator keaktifan saat di forum, realisasi kerja tindak lanjut, peran aktif di semuatahapan Pilkada 2020, laporan berkala dan konsistensi mengikuti setiap sesi SKPP.Setelah dilakukan penilaian, akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dan akan ditetapkanpeserta yang berhak lolos pada jenjang berikutnya. Untuk diketahui SKPP dibagi menjadi3 jenjang. SKPP tingkat Dasar (digelar oleh Bawaslu Kabupaten/Kota), SKPP tingkatMenengah (digelar Bawaslu Provinsi) dan SKPP tingkat Nasional (digelar BawasluRepublik Indonesia). Dari penilaian inilah ditentukan peserta yang lolos pada jenjangNasional adalah M. Ajie Faisal Muttaqin ZA (Mahasiswa UINSI Samarinda).Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu danmasyarakatpemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatikan besar terhadappelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensifdengan Bawaslu Kota Samarinda. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengankelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersamamasyarakat.
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Kesimpulan dan RekomendasiPengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Samarinda dalam Pemilihan Walikota danWakil Walikota Samarinda 2020 dilakukan sebagai berikut:a. Bawaslu Kota Samarinda menerapkan Pengawasan Partisipatif BerbasisTeknologi Informasi, melalui aplikasi (Gowaslu). Bertujuan memudahkanpemilih, masyarakat dan pemantau melaporkan informasi awal dugaanpelanggaran selama Pilkada. Gowaslu juga menyediakan data temuan, laporandan pelanggaran apa saja yang telah ditindak Bawaslu.b. Melalui kegiatan Forum Warga Pengawasan Pemilu yang telah dilaksanakan,Bawaslu membentuk forum pengawas di Kelurahan Tenun, KecamatanSamarinda Seberang, melibatkan sedikitnya 5 RT yakni 28, 29, 17, 18 dan RT 30.Melibatkan sejumlah tokoh setempat sekitar 25 orang. Kegiatan dilakukan untukantisipasi dugaan pelanggaran pada masa tenang pada 6-8 Desember 2020sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020.c. Melalui Pengawasan Pengelolaan Media Sosial, Bawaslu Kota Samarindamenyebarluaskan informasi hasil pengawasan melalui media sosial sepertiFacebook (memiliki 761 pengikut), Instagram bawaslu_kota_samarinda,memiliki 1.451 followers, Youtube Bawaslu Samarinda, memiliki 139 subscribermenyiarkan 52 video pencegahan.d. Melalui kegiatan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) yang terdiri dari paramahasiswa dan pelajar di Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda inginmelibatkan kaum muda untuk mengawasi.e. Satuan Karya Pramuka (Saka), kegiatan ini tidak terlaksana di Kota Samarinda,dikarenakan tidak ada komunikasi aktif dari pihak pengurus Pramuka diSamrinda.f. KKN tematik khusus mahasiswa, terdapat mahasiswa Universitas Sultan AjiMuhammad Idris (UNSI) yang melakukan PKL Tematik di Bawaslu KotaSamarinda.g. Bawaslu Samarinda membuat Pojok Pengawasan, sebagai sarana edukasi danpemberian informasi bagi masyarakat yang dating ke Bawaslu Samarinda.h. Membuat sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) diikuti 46 orang secara daring,mengingat pada 2020 sedang diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) Level 3.i. Membuat Sosialisasi Bawaslu Goes To Campus, untuk melibatkan mahasiswauntuk aktif dalam pengawasan partisipasi.j. Mengadakan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan, sebagaisarana pelibatan partai politik dan masyarakat untuk melakukan pengawasanBersama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Daftar PustakaBuku :Afifuddin, & Saebani, B. A. (2018).Metode Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia.Akbar, A., Santosa, A. I., Muhammad, A., Astuti Usman, Sarwono, B., Untung, B., DavidEfendi, D., Akbar, F., Idris, Imanuel, M., Rofiuddin, Jihad, S., Utomo, S. D., & Yayan
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https://kepri.bawaslu.go.id/file_rk/KOMPILASI%20UNDANG-UNDANG%20PILKADA.pdf
https://sigi.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-bawaslu-kabupaten-kota/
https://sigi.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-bawaslu-kabupaten-kota/
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6743.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6743.pdf

